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PEMERINTAH KABUPATEN SERANG 

DINAS SOSIAL 
Jl. Raya Serang Petir No. 1 Desa Cilaku Kecamatan Curug Telp. (0254-)200304 

 

KEPUTUSAN 
 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG 

Nomor  : 050/ 49 / Dinsos/2022 
   

TENTANG 
 

 PENETAPAN POHON KINERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG  

 

 KEPALA DINAS SOSIAL 
 
Menimbang  : a. Bahwa untuk memberikan gambaran dalam 

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, 

perlu disusun Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten 

Serang; 

 

b. Bahwa Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Sosial Kabupaten Serang tentang Penetapan Pohon 

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang; 

 

Mengingat  : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
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5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);  

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) 

sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817);  

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal; 

 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Mengah Nasional Tahun 

2015-2019; 

 



 

 

3 

 

 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana 

Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Serang Tahun 2011 Nomor 812); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2011 Nomor 821) sebagaiman telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi  Dinas Daerah Kabupaten 

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 

2014 Nomor 01); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Serang Tahun 2012 Nomor 08); 
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  M E M U T U S K A N 

Menetapkan  :  

KESATU  : Menetapkan Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang 

Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran 

Keputusan ini. 

 

KEDUA  

 

 

: 

 

Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2022 

menjadi pedoman dalam penyusunan Perencanaan Dinas 

Sosial Kabupaten Serang Tahun 2022 

KETIGA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya 

 

 

 

 
 Ditetapkan di :  Serang 

      Pada Tanggal :  7 Februari 2022 
 

 
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. SERANG 

 
 
 

 
 

Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si 
Pembina Tk.1, IV/b 

NIP 19721023 199203 1 002 
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LAMPIRAN I 

NOMOR  : 050/   49  / Dinsos/2022 
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022 

TENTANG : PENETAPAN POHON KINERJA DINSOS TAHUN 2022 

                         

POHON KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG 

PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL 

IK :  PROSENTASE PMKS YANG MENDAPAT PROGRAM LAYANAN SOSIAL 

Pembangunan 
Rumah Layak 

Huni Bagi 
Warga Miskin 

IK :  Jumlah 
Rumah Layak 

Huni Bagi 
Warga Miskin 

Yang Terbangun 

Peningkatan 
Keluarga 
Harapan 

Bagi Warga 
Miskin 

IK : Jumlah 
Keluarga 
Harapan 

Tersedianya  
data  yang 
tervalidasi 

untuk 
penyaluran 
bantuan & 

layanan 
social Bagi 

PMKS 

IK : Jumlah 
Data PMKS 

Peningkatan Fungsi dan 
Partisipasi PSKS dalam 

Penyelenggaraan Layanan 
Sosial 

IK : Jumlah PSKS yang 
mendapatkan Pembinaan 

PENINGKATAN AKSESIBILITAS PMKS 
TERHADAP PELAYANAN DASAR 

IK :  PROSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN 
AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR 

PENINGKATAN PERLINDUNGAN & JAMINAN 
SOSIAL BAGI PMKS 

IK :  PROSENTASE PMKS YANG MENDAPAT 
BANTUAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 

SOSIAL 

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 

IK :  PROSENTASE PSKS YANG 
MENDAPATKAN PEMBINAAN 

PENINGKATAN  REHABILITASI SOSIAL BAGI 
PMKS 

IK :  PROSENTASE PMKS YANG MENDAPAT 
REHABILITASI SOSIAL 

Pemberian 
pelatihan 

ketrampilan usaha 
bagi PMKS 

IK : jumlah PMKS 
yang mendapatkan 

pelatihan 

Pemberian 
Bantuan Usaha 

bagi PMKS 

IK : jumlah PMKS 
yang mendapatkan 

Bantuan Usaha 

Penyediaan 
Kebutuhan 
Dasar dan 
Alat Bantu  
bagi PMKS 

IK : Jumlah 
PMKS yang 
terpenuhi 
kebutuhan 

dasarnya dan 
alat bantu 

Pemberian 
Bimbingan 
Sosial bagi 

PMKS 

IK : Jumlah 
PMKS yang 

mendapatkan 
Bimbingan 

Sosial 

Fasilitasi akses 
Administrasi 

Kependudukan, 
Pendidikan, 
Kesehatan 
bagi PMKS 

IK : Jumlah 
PMKS yang 
terfaslitasi 

terhadap akses 
Administrasi 

Kependudukan, 
Pendidikan, 
Kesehatan  


